BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 41 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH
( US) DAN UJIAN NASIONAL ( UN) TINGKAT KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran

TAHUN AJARAN 2019/ 2020

: 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a . bahwa untuk mengetahui standar kompetensi lulusan dan

Mengingat

hasil belajar peserta didik dan untuk memperoleh Peta dan
gambaran atau keterangan mengenai mutu pendidikan pada
Sekolah Dasar, sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah
Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama
Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah
Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan,
Pendidikan Kesetaraan dan Sekolah Menegah Tingkat
Kejuruan perlu menyelenggarakan ujian Sekolah dan Ujian
Nasional pada akhir masa proses belajar mengajar pada satuan
pendidikan;

. bahwa untuk tertib penyelenggaraan wujian sebagaimana

dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Panitia Penyelenggara
Ujian Sekolah Berstandar Nasinal tingkat Kabupaten
Yahukimo Tahun Ajaran 2017/2018;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf

a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Yahukimo.

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten
Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Tahun
1969 Nomor 47 );

. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001
Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang
Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4684 );

. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong
Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan
Bintang, Kabupaten  Yahukimo, Kabupaten  Tolikara,
Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven
Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk
Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
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4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
135);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar (Lembaran negara Tahun 1990 Nomor 36)
sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 55
Tahun 1998 (Lemabaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
37) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor
56 Tahun 1998 (Lemabaran Negara Tahun 1998 Nomor 91);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Biasa(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor
94);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34
Tahun 2013 Tanggal 16 Januari 2013 tentang kriterian
Kelulusan Peserta Didik Dari satuan Pendidikan dan
Penyelenggaraan Ujian Sekolah /Madrasah / Pendidikan
Kesetaraan dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2020 ( Lembaran
Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020 ( Berita
Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 45).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah dan Ujian
Nasional pada Sekolah Dasar, sekolah Dasar Luar Biasa,
Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas,
Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan
Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Kesetaraan dan
Sekolah Menegah Tingkat Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020
Tingkat Kabupaten Yahukimo dengan susunan kepanitiaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kerputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana Diktum KESATU bertugas melaksanakan
segala sesuatu yang berhubungan dengan Pernyelenggaraan
Ujian Sekolah Nasional ( US) dan Ujian Nasional ( UN ) Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah
Menengah Pertama/Madrasa Tsanawiyah, Sekolah Menegah
Pertama Luar Biasa, Sekolah Menegah Atas /Madrasa Aliyah,
Sekolah Menegah Atas Luar Biasa, Sekolah Menegah Kejuruan,
Pendidikan Kesetaraan dan Sekolah Menegah Tingkat Kejuruan
Tahun Pelajaran 2019/2020 yang berpedoman pada peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 serta wajib
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
Yahukimo;

KETIGA :  Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara ( APBN ) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (
APBD ) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 11 Februari 2020

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD
ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005






